BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Motif Pendirian Bangunan di Tanah Andi/di Desa Tegaldlimo

Masyarakat Desa yang mendirikan bangunan untuk usaha di tanah andj/
karena tanah tidak diolah dan dibiarkan kosong, dikarenakan tempat dan
keadaan tanah yang strategis untuk mengais rizki bagi masyarakat Tegaldlimo
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pengairan. Kondisi
perekonomian masayarakat Tegaldlimo yang bisa dikatakan menengah ke
bawah juga merupakan motif dari pendirian bangunan yang digunakan untuk
usaha di atas tanah andil Tanah andi/ dimanfaatkan oleh masyarakat
Tegaldlimo karena sekian lama tanah tidak juga dimanfaatkan oleh pemerintah
pengairan juga berada di tempat yang strategis yang merupakan tanah yang
berada di sisi jalan raya jalur utama menuju Kecamatan Tegaldlimo.

Tanah kosong dikatakan tanah mati karena menurut Hendi Suhendi
bahwa seseorang yang telah memiliki tanah atau lahan dibolehkan mengelola
dan memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya, dan yang terpenting tidak
mengganggu milik orang lain dan menghalangi hak-hak sosial. Batas-batas
lahan atau tanah harus ditandai dengan jelas seperti ditandai dengan pohon-
pohon, pagar, tiang beton dan lain sejenisnya, yang terpenting dapat

menunjukkan batas-batas tanah miliknya secara jelas. Hal ini dilakukan untuk

57



58

menghindari perselisihan kepemilikan hak dengan orang lain.*® Tapi tanah andi/
ialah tanah yang kosong yang suatu saat akan digunakan kembali oleh
pemerintah pengairan untuk perluasan sungai maupun perluasan jalan raya, dan
tanah andj/ tidak bisa dimiliki secara individu karena tanah andi/ mempunyai
fungsi sosial bagi masyarakat Desa Tegaldlimo. Dalam salah satu Hadits

Rasulullah SAW bersabda:
(rle ot 3 4 ol S35 5% ¥ g e Lo i 3325 06
Artinya: “Seseorang tidak boleh menysahkan dan tidak boleh disusahkan”, (HR.
Abmad dan Ibnu Majah)

Dalam pada itu Idris Ahmad berpendapat, bahwa barang siapa yang
menghidupkan tanah mati, kemudian dari tanah tersebut memunculkan benda-
benda yang tersembunyi (seperti barang-barang berharga atau barang tambang)
maka benda-benda itu menjadi miliknya, sedangkan air, rumput dan api/ kayu
bakar tetap menjadi milik masyarakat karena mengandung nilai-nilai sosial.*

Tanah yang berada di sisi jalur utama menuju Kecamatan Tegaldlimo
merupakan wilayah strategis yang menjadi incaran masyarakat. Berbeda dengan
tanah yang berada di pedalaman pedesaan, tanah perkotaan memiliki banyak
kelebihan seperti dekat pusat pemerintahan, banyaknya peluang usaha, mudah
dijangkau dan akibatnya banyak masyarakat yang berkeinginan untuk

mendirikan usaha dan tingaal di tanah andi/ Tidak heran bilamana angka

“® Hendi Suhendi, Figh muamalah, 273
“Ahmad Idris, Figih Muamalah, 151,
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tingkat kepadatan penduduk di wilayah perkotaan Kecamatan Tegaldlimo jauh
lebih tinggi melampaui angka tingkat kepadatan penduduk yang tinggal di
pedesaan.

Akibat selanjutnya beban yang ditanggung wilayah Kecamatan
Tegaldlimo semakin berat sehingga muncul berbagai permasalahan. Sejalan
dengan pertambahan penduduk yang berada di wilayah Kecamatan Tegaldlimo
yang semakin pesat, tanah menjadi salah satu kebutuhan yang mempunyai peran
penting. Di satu sisi masyarakat membutuhkan tanah untuk perumahan,
kegiatan usaha, dan lain-lain, sementara di sisi lain pemerintah pengairan juga
memerlukan tanah sebagai sarana untuk pelaksanaan pengairan air irigasi sawah.

Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan masyarakat perkotaan maka
tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Hal ini mengakibatkan munculnya
para spekulan tanah dalam penguasaan tanah, terutama tanah-tanah yang berada
di wilayah strategis. Tindakan para spekulan tanah tersebut tentu saja
merugikan masyarakat dan pemerintah. Bagi masyarakat, tindakan spekulan
tanah mengakibatkan semakin kecilnya akses masyarakat untuk mendapatkan
tanah.

Konsekuensi negative dari hal-hal diatas selain semakin sulitnya
menemukan lahan-lahan kosong, ijin terkait pendirian pembangunan di suatu
lahan/tanah andi/ tidak terlalu sulit. Karena memang lahan yang ada di wilayah

pengairan air irigasi sawah sekian lama tidak dimanfaatkan . Lahan-lahan yang
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ada seperti yang telah dijelaskan diatas memang telah banyak diabaikan untuk
berbagai kegiatan yang mecangkup bisnis dan kepentingan pribadi. Padahal
idealnya tanah andil/ yang berada di wilayah Tegaldlimo juga dimanfaatkan
untuk kelestarian lingkungan dan pengairan air irigasi sawah untuk

kepentinagan masyarakat umum.

. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendirian Bangunan di Tanah Andi/

Menguasai tanah atau lahan kosong dibolehkan menurut ajaran Islam,
asalkan tanah itu belum menjadi milik seseorang atau suatu lembaga, misalnya
tanah-tanah yang masih dikuasai oleh Negara. Penguasaan tanah ini tergantung
pada kebijakan pemerintah apakah akan dimanfaatkan untuk kepentingan
industri atau akan digunakan masyarakat secara individu. Seperti yang terjadi
pada pendirian bangunan di tanah andi/yang ada di Dese Tegaldlimo.*

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 6 menyetakan
bahwa “Semua hak atas tanah mempunyia fungsi sosial’ dan Rasulullah saw.

Bersabda:

-

(295 sl 9 T alyy ) 005 ol ST 3 66 3 1858 2

Artinya:“Manusia itu bersekutu (mempunyai hak bersama) pada dalam tiga
benda yaitu rumput, air dan api”, (HR. Ahmad dan Abu Daud)”.

S Ibid.,, 297



61

Dengan memperhatikan hadis tersebut di atas, para ulama berpendapat
bahwa sekalipun tanah atau lahan kosong tersebut telah diolah dan dimiliki oleh
seseorang, di dalamnya terdapat hak-hak sosial yang tidak dapat dilarang untuk
dinikmati masyarakat demi keberlangsungan kehidupannya. Hak-hak tersebut
ialah hak terhadap air, rumput dan api.

Oleh karena itu, menurut para ulama, haram hukumnya melarang orang
yang menggunakan benda-benda tersebut karena benda-benda tersebut sangat
vital keguanaannya untuk keberlangsungan kehidupan, terutama pada saat-saat
hadits itu disabdakan.*

Menurut Syariat Islam hilangnya hak pemilikan tanah menetapkan
bahawa hak  pertanian akan hilang jika tanah itu dibiarkan dan tidak
diusahakan selama tiga tahun berturut-turut. Negara akan menarik tanah itu dan
memberikannya kepada orang lain yang mampu mengelolanya. Umar bin
Khattab pernah berkata: “Orang yang membuat batas pada tanah (mubhtajir)
tidak berhak lagi atas tanah itu setelah tiga tahun dibiarkan”.

Menurut hadis dan pernyataan di atas, masyarakat Tegaldlimo telah
melanggar ketentuan fungsi sosial hak atas tanah andj/untuk mendirikan sebuah
bangunan usaha pedesaan. Karena tanah andi/ mempunyai fungsi sosial yang

harus dimanfaatkan orang banyak dan tidak dimanfaatkan secara individu,

46 Abdul Rahman Ghazali, Dkk., Figih Muamalat, 296
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walaupun tanah masih belum digunakan, tanah andi/ tetap milik Negara dan
berfungsi untuk masyarakat banyak.

Umar melaksanakan ketentuan ini dengan menarik tanah pertanian milik
Bilal bin Al Harits Al-Muzni yang terbiar selama tiga tahun. Para sahabat
menyetujuinya sehingga menjadi [jma’ Sahabat dalam masalah ini. Pencabutan
hak milik ini tidak terbatas pada tanah mati yang dimiliki, namun ia juga
meliputi tanah pertanian yang dimiliki dengan cara-cara lain atas dasar Qiyas
(analogi syar’i) seperti tanah yang dimiliki melalui jual beli, waris, hibah dan
lain-lain. Ini adalah kerana yang menjadi 7//at (puncak kewujudan) hukum dari
pencabutan hak milik bukanlah cara-cara memilikinya, tetapi membiarkannya'
selama tiga tahun berturut-turut (7a’thil al-ardh). Pemanfaatan tanah (At-
Tasarruf Fi al-Ardh).

Dalam sebab sebab kepemilikan, tanah andi/ merupakan tanah yang
belum bisa dimiliki oleh masyarakat karena bukan merupakan tanah hasil
transaksi jual beli, bukan tanah warisan, bukan pula tanah yang mubah untuk
ditempati masyarakat untuk mendirikan bangunan karena tanah masih
dimanfaatkan untuk pelebaran jalan raya dan kelangsungan sungai yang
digunakan untuk air irigasi sawah.

1. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau

lembaga hukum lainnya, dalam Islam disebut dengan harta mubah.
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2. Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga
hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.

3. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli
warisnya yang wafat.

4. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, sama ada hasil itu datang
secara alami, seperti buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir, dan bulu
domba seseorang, atau melalui suatu usaha pemiliknya, seperti hasil
usahanya sebagai pekerja, atau keuntungan pedagang yang diperoleh seorang
pedagang.*’

Disamping adanya pembatasan-pembatasan atau retrikasi mengenai
penggunaan hak atas tanah, juga ada kewajiban-kewajiban bagi setiap pemegang
hak atas tanah, yaitu: (a) kewajiban menjalankan fungsi sosial hak atas tanah
(pasal 6 UUPA); (b) kewajiban memelihara tanah (pasal 15 dan pasal 52 ayat (1)
UUPA); dan (c) kewajiban untuk mengerjakan sendiri secara aktif tanah
pertanian (pasal 10 UUPA). Agar kewajiban-kewajiban bagi pemegang hak atas
tanah ini lebih jelas;

Pertama, fungsi sosial hak atas tanah. Pasal 6 UUPA menyatakan
bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Penjelasan pasa 6 UUPA
itu menegaskan bahwa tidak hanya hak milik, tatapi semua hak atas tanah

mempunyai fungsi sosial. Di dalam penjelasan umum II (4) UUPA, hal tersebut

* Hendi Suhendi, Figih Muamalah, 56



64

menyatakan lebih rinci bahwa: “Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang
tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak
dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu
menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan
dengan keadaan dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi
kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula
bagi masyarakat dan Negara”. Dalam pendirian bangunan di tanah andi/ jelas
tidak sesuai dengan penjelasan umum II (4) UUPA karena masyarakat
menggunakna tanah tersebut tidak untuk kepentingan umum, melainkan
semata-mata untuk kepentingan pribadinya dan usaha individu untuk
kelangsungan kehidupannya.

Kegunaan sebenarnya tanah tersebut adalah untuk kepntingan umum,
tapi masyarakat menggunakan tanah andj/ karena sekian lamanya tanah tersebut
tidak dipergunakan oleh pemerintah untuk kepentingan sosial. Karena Undang-
Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan
perseorangan.

Meskipun demikian, hakikat hak atas tanah sebagai hak-hak yang
bersifat privat tidak berarti menjadi terkekang sama sekali. Hal itu secara tegas
tampak pada Penjelasan Umum II (4) UUPA, yang menyatakan : “Tetapi dalam

pada itu ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan
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terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-Undang
Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan”.

Sikap fungsi sosial hak atas tanah ini sejalan dengan pandangan hukum
adat, yaitu setiap hak atas tanah yang bersifat perorangan berasal dari hak
ulayat sebagai hak bersama, sehingga setiap hak atas tanah harus mempunyai
fungsi sosial. Oleh karena asas fungsi sosial hak atas tanah ini diperoleh dari
hukum adat, yang diturunkan dari nilai-nilai hukum mengenai hubungan
individual dengan masyarakat Indonesia yang khas, yaitu yang memendang
individu sebagai organisme yang mempunyai kewajiban sosial di tengah-tengah
mansyarakatnya sehingga wajib menjaga keseimbangan kepenﬁngan pribadi dan
kepentingan bersama, maka asas fungsi sosial di Indonesia itu sebagai sifat asli
atau sifat bawaan yang hakiki bangsa Indonesia.

Kedua, kewajiban memelihra tanah. Pasal 15 UUPA menyatakan bahwa
memelihara tanah, termasuk menamabah kesuburannya serta mencegah
kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang
mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan dengan
pihak yang ekonomis lemah. Selanjutnya pasal 52 ayat (1) UUPA menyatakan
bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15
dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bualan dan/atau denda

setinggi-tingginya Rp. 10.000,-.
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Ketiga, kewajiban untuk mengerjakan sendiri secara aktif tanah
pertanian. Pasal 10 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa setiap orang dan badan
hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada azasnya
diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan
mencegah cara-cara pemerasan.

Disebutkan dalam Pasal 4 UUPA: Atas dasar hak menguasai dari Negara
sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak
atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan
dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-
orang lain serta badan-badan hukum.

Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal 4' UUPA ayat (1) pasal
ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan,
demikian pula masyarakat Desa Tegaldlimo menggunakan tanah negara untuk
melangsungkan kehidupannya. Masyarakat juga bermaksud menggunakan tanah
andil untuk dimanfaatkan daripada dibiarkan tidak dimanfaatkan, sedangkan
pemerintah pengairan belum membutuhkan tanah tersebut, tetapi masyarakat
telah melanggar ketentuan fungsi sosial hak atas tanah yang telah ditetapkan
oleh UUPA maupun hukum Islam.

Masyarakat Tegaldlimo memanfaatkan tanah sebaik-baiknya dan tidak
dibiarkan kosong. Karena menghidupkan tanah yang kosong sendiri bertujuan

agar lahan-lahan yang gersang menjadi tertanami, yang tidak produktif menjadi
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produktif, baik sebagai lahan pertanian, perkebunan, maupun untuk bangunan.
Sebidang tanah atau lahan dikatakan produktif apabila menghasilkan atau
memberi manfaat kepada masyarakat. Indikasi yang bertujuan kepada adanya
IThya al-Mawat adalah dengan menggarap tanah tersebut, misalnya tanah itu
ditujukan untuk keperluan pertanian atau perkebunan tanah tersebut dicangkul,
dibuatkan irigasi dan lain sebagainya. Dan jika tanah tersebut diperlukan untuk
bangunan, di tanah tersebut didirikan bangunan dan sarana prasarana umum
sebagai penunjangnya, selain itu masyarakat Desa Tegaldlimo akan menerima
resiko dari penggunaan tanah yang tidak bersertifikat itu dengan resiko yang
disetujui di awal perjanjian apabila tanah andi/ digunakan untuk sosial
masyarakat banyak. Rasulullah SAW. bersabda:

(© b olyy i So1 500 a2y S il 2 e

Artinya:“Barang siapa yang membangun sebidang tanah yang bukan hak
seseorang, maka dialah yang berhak atas tanah itu”. (HR. Imam al-
Bukbon).”

. Pembahasan Masalah Penelitian

Untuk orang yang menggunakan tanah menurut ulama Syafi’i haruslah
seorang muslim. Adapun non muslim tidak berhak mengolah sekalipun diizinkan

oleh penguasa, sementara ulama hanafiah, malikiyah dan hanabilah menyatakan

*® Abdul Rahman Ghazali, Dkk., Figih Muamalat, 291-292
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bahwa orang yang akan mengolah tanah itu tidak disyariatkan seorang muslim,
yang penting kegunaanya selain untuk dirinya juga bermanfaat untuk
masyarakat banyak.** Adapun masyarakat yang menggunakan tanah andi/
didominasi orang Islam, tapi ada beberapa juga yang beragama Hindu. Kalau
menurut Imam Syafi’i pasti bertentangan dengan pendapatnya, tetapi menurut
ulama hanafiah, malikiyah, hanabilah memperbolehkannya. Mereka menyatakan
tidak ada bedanya antara muslim dan non muslim dalam mengolah lahan
kosong, yang terpenting kegunaannya selain untuk dirinya juga bermanfaat
untuk masyarakat banyak. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW.

“Barang siapa yang mengolah Ishan kosong, maka lahan itu menjadi

miliknya”* Syarat yang terkait dengan lahan yang akan digunakan untuk

kepentingan ini disyariatkan;

1. Lahan itu bukan lahan yang telah dimiliki seseorang.

2. Lahan itu bukan lahan yang dijadikan sarana umum bagi sebuah
perkampungan, seperti lapangan olah raga, lahan untuk menggembala ternak,
dan lahan untuk pemakaman.

Untuk masyarakat Desa Tegaldlimo yang mendirikan bangunan di atas
tanah andi/ memang bukan lahan yang telah dimiliki seseorang secara personal,
namun pemerintah desa maupun pusat sudah melarang masyarakat untuk

mendirikan bangunan di tanah andi/, tanah tersebut dibiarkan kosong karena

* Ibid., 294
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tanah tersebut akan digunakan kembali ketika ada perluasan sungai atau jalan
raya yang juga untuk kepentingan bersama. Syarat lain yang terkait dengan
pengolahan lahan;

1. Pengolahan harus mendapat izin dari pemerintah

2. Lahan tersebut harus sudah diolah dalam waktu yang telah ditentukan.’!

Dalam al-Qur’an surat an-Nisa Allah berfirman:

35 20 0 St sty i ast 7 o iy
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya
dan uli] amri di antara kamu”. (An-Nisa’: 59)

Demikian pula, Nabi Muhammad SAW. bersabda:

° 2z i
Cacs 182 3 36t wxzts o gl 1Kl

Artinya:“Aku wasiatkan kalian agar senantiasa taqwa kepada Allah serta
mendengar dan taat kepada pemimpin (Negara) meskipun pemimpin
tersebut seorang budak dari Habasyah®. (HR. Abu Dawud dan At-
Tirmidz)”

Masyarakat sekitar yang mendirikan bangunan di atas tanah andil,
mereka sudah mendapatkan izin dari pemerintah pengairan, dan mereka juga

sudah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemerintah

tidak menanggung kerugian apabila sewaktu-waktu tanah itu digunakan kembali

*! Ibid, h. 294
52 Departemen Republik Indonesia, a/-Qur'an dan Terjemahnya, 97
%3 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, 4/-Lu"lu’ Wal Marjan, 256
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untuk kepentingan umum dan pengguana tanah bisa digusur. Pada mulanya,
pendirian bangunan di tanah andi/ tidak diperbolehkan oleh pemerintah pusat,
tetapi masyarakat tetap mendirikan bangunan diatas tanah andi/ walaupun

dengan resiko yang diterimanya.



